-
L

P i
oLl L ook
R :

' PERATURAN BUPATI BENGKALIS i
p 'NOMOR 58 TAHUN 2013
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PELIMPAHAN WEWENANG RINCIAN URUSAN WAJIB DAN RINCIAN URUSAN

PILIHAN BIDANG URUSAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKALIS KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
' ' PERIZINAN TERPADU DAN KECAMATAN ‘

BUPATI BEN GKALIS

SR U = P

‘ .‘M;‘eni}‘mbangk a o bahwa “untuk efektlﬁtas ‘da"ri ‘ eﬁs1ensy

penyelenggaraan pemerlntahan pembangunan :

‘ dan pemberian pelayanan kepada -masyarakat, -

R dlpandang perlu diberikan pellmpahan kewenangan

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

: khususnya membenkan pelayanan umum kepada

SR 'masyarakat : SR . 1 

b, ,_bahwa berdasarkan pertlmbangan sebaga,lmanar

A dlmaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan'

' Bupatl Bengkalis tentang Pelimpahan wewenang

~ ‘R1n01an Urusan Wajib dan Rincian Urusan Pilihan

o Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkahs'

~ kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

i ?iTerpadu Kabupaten Bengkahs dan Kecamatan se- .

S ; Kabupaten Bengkalis; -

Mengingat - : 1. Unc‘iang—Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang’. -

Yo -L’Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam»'
jlegkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2, -:Undang-Undang ‘Nomor 32 Tahun 2004 tentang‘“:, o

: .'Pemerlntahan Daerah, sebagaimana telah diubah
. 'v~’terakh1r dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas - Undang-
";_Undang _Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerlntahan Daerah -

3 ;Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang.i' e

“Perrllbentukan Peraturan Perundang—undangan

4, . Peratruran- ‘Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
R Tentang Pembagian Urusan Pemerlntahan antara

: FPemerlntah Pemerintahan  Daerah!  Provinsi,

o Pemerlntahan Daerah Kabupatewn /] Kota o

25.' - Peraturan Pemermtah Nomor 19 Tahun ‘"2008»_

"Ten{ang Kecamatan, o f, e S
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6. Peraturan Menten dalam Negerl Nomor 24 tahun‘
e 2006 tentang Pedoman Penyelenggraan Pelayanan -
- -Terpadu Satu Pintu; : .

7. Peraturan Menteri. Dalam Negerl Nomor 20 Tahunu
2008 ‘tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja o
) -Umt Pelayanan Perizinan Terpadu d1 daerah

e 8. "'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 4
:  ~2010 tentang - Pedoman Pclayanan Admlmstram
Terpadu Kecamatan, ST

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 7 .
R Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan
7 Pemermtahan Daerah Kabupaten Bengkahs,
o '“MEMUTUSKAN: |

ol

’,Menetapkan : PELIMPAHAN WEWENANG RINCIAN URUSAN WAJIB

'DAN RINCIAN URUSAN PILIHAN BIDANG URUSAN
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KEPADA ~ . BADAN . PENANAMAN MODAL DAN
> PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN '
‘BENGKALIS DAN KECAMATAN ‘

. Bab1l -
KETENTUAN UMUM
: Pasal 1.

-Dalam pératurah '»Bupati Bengkahs | -.i'ni yang "d‘imak.:sud_’} dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkahs
Pemerintahan Daerahl adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan =
oleh Pemenntah Daerah Kabupaten Bengkahs dan DPRD Kabupatenf :

Bengkalis.
Dewan Perwakilan Ra.kyat Daerah yang selanjutnya dlsebut DPRD

- adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkahs sebagal;

unsur penyelenggara pemermtahan daerah

Bupati adalah Bupati Bengkalis. -~ R : f B
" Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat SKPD adalah L
- Sekda adalah Sekretans Daerah Kabupaten Bengkalis. ; '

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalahf :
satuan - kerja perangkat daerah  yang dibentuk untuk menanganr
pelayanan pubhk di Kabupaten Bengkalis. 8 S
Camat adalah plmplnan dan koordinator penyelenggraan pemenntahan

di wilayah kerja kecamatan ‘'yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pellmpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan -

~tugas umum Pemermtah Kabupaten Bengkahs s e -
‘Otonomi- Daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban daerah otonom

untuk - mcngatur dan mengurus sendiri urusan pemenntahan dan -

,kepentlngan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- S

undangan
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Urusan Pemenntahan adalah fung31-fungs1 pemenntahan yang menjadl '
hak -dan kewajlban setlap tingkatan dan atau susunan pemerintahan -

. untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi

2.
. oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar
- 13.
e berpotens1 untuk menlngkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
14,
15.

16.

Q)

)

~ penyelenggaraan suatu urusan pemenntahan e i.

'-’*f"-f*@*p °p 3 r"?=‘“-‘°-“'.=rc!°’r~s»‘ pooe

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayam memberdayakan i
dan mensejahterakan masyarakat : ;
Urusan wajib adalah | urusan. Pemerintahan yang Wa_ub dlselenggarakan s

Urusan plhhan ada]ah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan

dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. ,
Rincian Urusan Wa_]lb dan Urusan Pilihan adalah rincian sub- bldang,
_sub- sub bidang = kewenagan dari bidang urusan: Wa_]lb dan urusan
pilihan kewenangan pemenntah Kabupaten Bengkahs & o
Eksternalitas adalah krltena pehmpahan urusan- pemerlntahan dengan .
memperhatikan dampak ~yang timbul . sebagal aklbat darlr_ ’

i

Efisiensi - adalah krlterla pellmpahan urusan pemenntahan dengan

memperhatikan daye a guna tertinggi yang dapat dlperoleh dari.

*penyelenggaraan suatu urusan pemerxntahan o

BAB II
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 2

Urusan pemenntahan terdln atas urusan
a. Urusan Wajib, \ e
b. Urusan Pilihan; o : ~
Urusan Wajlb sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) mellput :
. Pendidikan; n : : =
Kesehatan; ,
Pekerjaan Umum;
Perumahan; i
Penataan Ruang; S
_‘Perencanaan pembangunan, e
~ Perhubungan; “
- Lingkungan. Hldup,
Pertanahan; 0
Kependudukan dan catatan s1p11 ]
-Pemberdayaan perempuan dan perhndungan anak
- Keluarga berencana dan keluarga sejahtera ' ’
. Sosial; . S R :
, Ketenagakexjaan,
‘Koperasi dan usaha kecﬂ dan menengah
- Penanaman modal; e
‘Kebudayaan; St
Kepemudaan dan olahraga, o e
Kesatuan bangsa dan politik dalam negerl, o - L
Otonomi- daerah, pernerlntahan umum, admmlstras1 kéuangan
daerah, perangkat daerah kepegawa;an, dan persandlan; ' ‘
Pemberdayaan masyarakat dan desa,r SRS AR T '
‘ Statlstlk -

- .

<




. 'Kears1pan ‘
Perpustakaan; | ;

'Komunikasi dan 1nformat1ka, B

- Ketahanan pangan, o

o
(3) Urusan p111han sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehputl
 a. Ketransmigrasian; - : .
- ~b. Pariwisata; -
“*.c. Pertanian; -
~d. Kehutanan; :
e. Energi dan Sumber daya mlneral
f. Kelautan dan perlkanan,
g. Pcrdagangan,
h. Perindustrian;

Pasal 3 |

o (1)’ Setiap- bldang urusan pemerlntahan sebagalmana dlmaksud pada Pasal 3
~ayat (2) dan ayat (3) terdm darl sub bldang, dan setlap sub bldang terdiri
--dar1 sub- sub bldang : TR LT : :

2 Dalam hal sub bldang dan sub sub bldang urusan sepan_]ang merupakan ’
~* pelayanan publik sebagian diantaranya dlhmpahkan proses administrasi

pelaksanaan, penerbltan dan . penandatangannya atas nama bupati

kepada SKPD yang. menangam penyelenggaraan pelayanan pubhk secara
‘ terpadu ’ v o

(3) SKPD sebagalmana tersebut pada ayat (2), adalah Badan Penanaman k'
Modal dan Pelayanan Perlzman Terpadu dan Kecamatan

| "BABII
 KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

-PaSali4 N |

' ”(1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Penz1nan Terpadu merupakan
sebaga1 pelaksana tekms bldang pelayanan terpadu yang d1p1mp1n oleh
kepala badan. - ‘

:(2) Kecamatan sebaga1 ,pelaksana teknis kewﬂayahan yang mempunyal’
" wilayah kerja tertentu dan d1p1mp1n oleh Camat cod

- (3). Kecamatan sebagalmana dlmaksud ayat (2) merupakan perangkat daerah
sebagm pelaksana pclayanan adm1n1stras1 terpadu Kecamatan,

- (4) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perlzman Terpadu dan‘ ,
Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada ‘
Bupat1 mela1u1 Sekretarls Daerah »
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,  BABIV
JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKANé

Pasal 5

(1) Dalam hal men_]alankan tugas pelayanan pubhk Badan Penanaman

. Modal danPelayanan Pelzlnan Terpadu antara lam mendapatkan ‘

- sebagian pehmpahan kewenangan dari Bupati.

‘Kewenangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehput aspek

. ’ . .
b

i
'

Aspek Perizinan o R ‘
Aspek RekomendaSI (Non Perlzlnan) L Lo T i R
l

| , Pasal 6

SO ‘

'ﬁ:(gl)‘ ’Dalam hal menjalankan tugas pelayanan publlk camat antara lain

menyelenggarakan. tugas umum pemerlntahan yang telah dltetapkan- :

: peraturan perundang-undangan meliputi :

- C.

a".
‘b,

™

Mengkoordinasikan keglatan pemberdayaan rnasyarakat , _ =
Mengkoodmmkan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertlban'
umum; : : : a '
jMengkood1nas1kan ;1>enerapan dan penegakan peraturan perundang— ’
undangan; - : |
.‘Mengkoordmamkan ipemehharaan prasarana dan fas1htas pelayanan L

umum;. : . o

. Mengkoordmamkan penyelenggaraan keglatan pemenntahan dltmgkat
kecamatan; | .

‘Membina penyelenggaraan pemermtahan desa dan atau kelurahan;

. Melaksanakan pelayanan mayarakat ‘'yang menjadi  ruang lingkup

" tugasnya dan atau yang belum dapat dllaksanakan pemenntahan desa

: “‘,atau kelurahan. ”:-I( D LR

@

e

~i" : . R
1

Selam tugas. sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) camat melaksanakan

kewenangan ‘ pemerlntahan yang dilimpahkan oleh | bupati untuk
* menangani sebaglan urusan otonoml daerah yang mehputl aspek

-".'H‘b*m' o a0 o

. Perizinan L .
. Rekomenda51 (Non Perlzman)
."'Koordinasi I
. Pembinaan o
. Pengawasan =

Fasilitasi

. Penetapan o - ,
. Penyelenggaraan | - JE T

Kewenangan lam yang dlhmpahkan

Dalam hal pehmpahan kewenangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)

dllakukan berdasarkan‘krlterla ekternalltas dan eﬁ31ens1 o

darl Peraturan Bupat1 ini yang tldak terplsahkan S

; 1 Pasal ,7:

' :; »R1n01an pehmpahan kewenangan sebagalmana d1maksud dalam pasal 5 ayat
(1) dan (2) dan pasal 6 ayat (2) tercantum dalam larnplran I dan lamplran II

|




.SEKRETARIS DAERAH KAB BENGKALIS

BAB V

PERSYARAT AN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PELIMPAHAN
o KEWENANGAN ,, ,

Pasal 8

| (1) Dalam pelaksanaan pehmpahan wewenang sebagalmana tersebut pada'

pasal 5, ‘pasal 6 ayat (2) dilakukan bedasarkan persyaratan dan‘ g
“prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. = . 5

e (2) Hal tersebut pada ayat (1) dlatas dltetapkan leblh lanjut me]alul,

Peraturan Bupatl ok
BAB VI

2 KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

~ -Pada saat berlakunya Peraiuran Bupatl ini, maka peraturan Bupat1 Bengka,hsv L

- Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Per1zman dan Non

- Perizinan yang di kelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

- ‘Bengkalis dan Peraturan Bupatl Bengkalis Nomor 813 Tahun 2004 Tentang
‘Pelimpahan Wewenang Bldang Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan

Pembinaan Kemasyarakatan dari Bupati kepada - Camat se- Kabupaten -
Bengkahs dlcabut dan dlnyatakan tldak berlaku lagi. i S

BAB VII |
KETENTUAN PEN UTUP

Pasal 10
Perafuran Bupat1 ini muleu beflaku pada tanggal dltetapkan

Agar setlap orang dapat mengetahulnya memenntahkan perundangan

- peraturan Bupatl ini dengan penempatan dalam Berlta Daerah Kabupaten -
Bengkahs \ : s

Dltetapkan di Bengkahs - :
~ pada tanggal 31 Desem'ber 201«

53R E LA AT
CPARAL HARE

apaanuas Sodf e
}\.X\MHG}IJE\L = pE j P

Dlundangkan d1 Bengkahs sl
pada tanggal = 51 Desember 201 3

* BERITA DAERAH KABUPATEN BENGAKLIS TAHUN 2013 NOMOR 58




: PENJELASAN 4
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
, %NOMOR 58 TAHUN 2013 h

o o . TENTANG \
PELIMPAHAN WEWENANG RINCIAN URUSAN WAJIB DAN RINCIAN URUSAN
PILIHAN BIDANG URUSAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEBUPATEN
BENGKALIS KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN L
' PERIZINAN TERPADU DAN KECAMATAN

. L _PENJELASAN UMUM i o | } ;'

; Berdasarkan Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang -

_ ,Pembaglan Urusan Pemermtahan antara - Pemermtah Pemerintahan -
-Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka -
pemerintahan . daerah| dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan ‘
“yang" men_]adl kewenangannya,_ kecuali urusan pemenntahan yang -

»men_]adl' kewcnangan pemenntah  Dalam menjalankan _urusan

~ pemerintahan yang ménjadl kewenangan daerah pemerlntahan daerah -
'menjalankan otonomi | seluas-luasnya untuk mengatur: dan mengurus
“urusan pemerlntahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan -
dalam membenkan pelayanan mak31mal kepada masyarakat :
, Urusan pemenntahan yang men_]adl kewenangan pemermtahan

- daerah Vterd1r1, dari- | urusan Wa_]lb -dan urusan: plhhan Urusan :

- Pemérintahan wajib | ‘adalah -urusan pemenntahan ‘yang " wajib
‘diselenggarakan oleh| pemermtahan daerah yang terkalt dengan
'pelayanan dasar bagii masyarakat dan urusan pemenntahan bersifat
- pilihan adalah urusan pemerintahan yang dlpnontaskan oleh
'«pemevrintahan, kdaerah untuk dlselenggarakan terkalt | dengan upaya
mengembangkan poten31 unggulan yang menjadl kekhasan daerah. o

I

7 Sejalan dengan arus reforma31 yang berdampak terhadap tuntutan '
penyelenggaraan pemerlntahan yang berorientasi pada transparanm dan
akuntabilitas maka arah kebijakan pemerxntah ‘baik pusat maupun
" daerah berupaya untuk menmgkatkan mutu pelayanan yang mengarah ;
.»kepada penlngkatan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan .
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
_Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PP’I‘SP) dan Peraturan .
Pemerintah Nomor 19 tahun-2008 tentang Kecamatan yang menangani
aspek Penzman dan Non Penzman, sehmgga Program Nasional Pelayanan -
Admlnlstra31 Terpadu Kecamatan (PATEN) dapat terlaksana dengan
efesiensi sesuai dengan Peraturan Menten Dalam ‘Negeri Nomor 24 tahun
2010. . - v S R s :
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- Pasal6

PENJ ELASAN PASAL DEMI PASAL
‘ PaSal ,1

Pasal2
‘Ayat (1) :
Ayat (2)
Ayat (3)

- Pasal3 =
Ayat (1)
Ayat (2) :
Ayat (3)

i Pasél 4
Ayat (1) :
~ Ayat (2) :
~ Ayat (3) :
Ayat (4) :

~ Pasal 5
Ayat (1) :

Ayat(2) :Cukupjelas |

Ayat (1) :
Ayat (2) :

. Ayat (3) : e i :
' i Eksternahtas ada]ah knterla pehmpahan urusan pemenntahan ’

Copjels
Catiipelas’| i
iCukupjelas|
CUkuP jeias Fon

:Cukupjelas|

Cukup Jelas & :‘ ’  .

Cukupjelas|

Cukup jelas |
Cukup jelas| -
fﬁCkukUpjelas»‘»}',3{;‘, S
Cukup jelas | @

Cukupjelas |

Cukup jelas |
Cukup jelas

. dengan memfaerhatlkan dampak yang tlmbul sebaga1 akibat dari

: penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apablla dampak
yang d1t1mbu1kan bersifat lokal, maka urusan pemenntahan

 tersebut menjadl kewenangan : pemerlntahan ‘daerah
o kabupaten/ kota Sedangkan apabila dampaknya bersn“at lintas

'kabupaten/ kota dan/ atau reg10na1 maka urusan pemenntahan f

B itu: menjadi’ kewenangan pemerlntahan prov1n81 dan apabila
dampaknya ber31fat lintas - provinsi dan/atau nasmnal maka

.,urusan itu menjadl kewenangan Pemermtah |

.i'
!

»:ti,i‘.iﬁ_Eﬁ31ens1 adalah krltena pembaglan urusan pemermtahan"

‘dengan memperhatlkan daya guna- tertlnggl yang dapat’ ‘ﬁ_ -

' dlperoleh dan penyelenggaraan suatu urusan ‘pemerintahan.

~if Apablla urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani
'pemenntahan ‘daerah  kabupaten/kota, maka diserahkan

 kepada pemermtahan daerah kabupaten/kota, sedangkan

- apabila akan lebih berdayaguna bila d1tangan1 pemerintahan =

| ’V‘_‘daerah provms1 maka dlserahkan kepada pemermtahan daerah

| provinsi. Sebahknya apabila suatu urusan pemenntahan akan
‘berdayaguna | bila ditangani- Pemenntah maka akan: tetap
‘men_]adl kewenangan Pemermtah ‘ :




- [ O A e
RRE A IR e - “
; 5 S | |
S i i :
ok
3
4
| )
j |
)

v . IR - - e i

o . .'l‘l"uli.llr\llcll\ll\ll[]l\'\lllii!ll - -
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Cukup jela
Cukup jela

Pasal 7 : Cukup jelas|

| Pasalgl:tcuku[ﬁ)jelas E
Pasal 10: Cukup jelas

' ’kPaSaiélvl 8 S
Ayat (1) :
Ayat (2) :

; . ;,w.w ;




